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The legal consideration applied by the judge in Surabaya State 
Administration Court Decision No. 104/G/2011PTUN.SBY Yo. Decision No. 
104/B/2011PTUN.SBY uses a lower-standing regulation as a basis of 
consideration. As the judge used the lower-standing Decision of the Committee 
for Village Administration Appointment (Chief of Governance Affairs and Chief of 
Public Affairs) for Betet Village, Kepohbaru Sub-District, Bojonogero Regency, 
No. 01 of 2011 regarding the Rules and Regulations of the Village Administration 
Appointment to understand this appropriate or not with a higher-standing 
regulation, namely the Regulations of Betet Village. To understand are the 
implications that follow from a Court Decision toward Betet Village. This journal 
uses a normative legal research method with a conceptual approach, a statute 
approach, and a case approach. One of the results of this research shows that the 
judge in utilizing the Decision of the Committee for Village Administration 
Appointment as legal consideration cannot be called into question by potential or 
actual Village Administration (Chief of Governance Affairs and Chief of Public 
Affairs) candidates, the Village Deliberation Agency, the Betet Village Chief, or 
any other party. A second result is that the legal implications of the Surabaya 
State Administration Court Decision regarding the aforementioned Betet Village 
Regulations is not appropriate with the substantial form of justice and creates 
administrative chaos in the Betet Village Regulations, which are not able to be 
used as a guide and reference for the Betet Village Chief and other 
Administrators for conducting the operations of the Government of the Betet 
Village. 
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Pertimbangan hukum Hakim yang dipergunakan oleh Hakim dalam Putusan 
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. 
PutusanNomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY menggunakan peraturan yang lebih 
rendah sebagai dasar pertimbangannya. Dengan Hakim menggunakan peraturan 
yang rendah yakni Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa (Kepala Urusan 
Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum) Desa Betet Kecamatan Kepohbaru 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib 
Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuai 
dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Desa Betet. Untuk mengetahui 
implikasi yang timbul dari adanya Putusan Pengadilan terhadap Peraturan Desa 
Betet. Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan 
Undang-undang, konsep dan kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa Hakim dalam 
mempergunakan pertimbangan hukum Keputusan Panitia Pengisian Perangkat 
Desa tidak bisa diganggu gugat oleh bakal calon maupun Calon Perangkat Desa 
(Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum), Badan Permusyawaratan Desa, maupun 
Kepala Desa Betet atau pihak manapun. Implikasi hukum dari Putusan PTUN 
terhadap Peraturan Desa Betet tersebut tidak sesuai dengan bentuk keadilan 
substantif dan menimbulkan kekacauan administrasi pada Peraturan Desa Betet 
yang tidak dapat dijadikan pedoman serta acuan bagi Kepala Desa Betet bersama 
Perangkatnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Betet. 
 
Kata kunci: pertimbangan hukum hakim, putusan pengadilan tata usaha negara, 
keputusan tata usaha negara, implikasi hukum, keadilan substansi dan prosedural 
 
Latar Belakang  
Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu perkara mempunyai 
kewenangan atau kompetensi yakni kompetensi relatif dan absolut. Kompetensi 
relatif adalah kompetensi yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan 
untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan 
kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara 
menurut obyek, materi atau pokok sengketa.4 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara (LNRI.TH.1986.No.77), menyatakan “Pengadilan Tata Usaha 
Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.5 Sedangkan pada Peradilan 
Tinggi Tata Usaha Negara, sesuai Pasal 51 ayat (1) “Pengadilan Tinggi Tata 
                                               
4S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 59. 




Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata 
Usaha Negara di tingkat Banding” ayat (2) “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan 
terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara di 
dalam daerah hukumnya”6. 
Keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah 
sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pejabat Tata 
Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata.7 Sengketa yang timbul 
antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata, yakni 
seperti permasalahan yang timbul berawal dari penjaringan lowongan Perangkat 
Desa Betet Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum. Setelah ujian maka terpilihlah 
dua calon yang akan menjadi kaur Pemerintahan dan Kaur Umum. Akan tetapi 
dalam hasil ujian yang diperoleh dengan nilai tertinggi tersebut ada perbedaan 
kunci jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Maka, dengan adanya hasil 
ujian yang tidak sesuai, Badan Permusyawaratan Desa mengeluarkan surat 
ketidaksetujuannya dan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dengan mengeluarkan 
Surat Keputusan Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penolakan 
Hasil Ujian dan Pelaksanaan Ujian Tulis Ulang Penjaringan Perangkat Desa Betet 
Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum 2011. 
Keputusan Kepala Desa Betet diatas yakni dikeluarkan berdasarkan 
Peraturan Desa Betet Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Betet Kecamatan Kepohbaru 
Kabupaten Bojonegoro. Setelah dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa tersebut, 
para calon yang mendapatkan nilai tinggi tidak terima dan melayangkan gugatan 
ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan Surat Keputusan 
Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penolakan Hasil Ujian dan 
                                               
6Ibid. 
7Pasal 1 angka 9 Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
(LNRI.TH.2009.No.160), “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha 
Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, 
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. 
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Pelaksanaan Ujian Tulis Ulang Penjaringan Perangkat Desa Betet Kaur 
Pemerintahan dan Kaur Umum 2011. Hakim dalam menerapkan norma yang tepat 
untuk menciptakan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat sangatlah nyata8 
diperlukan. Pelaksanaan hukum oleh Hakim pada Institusi Peradilan perlu 
dilakukan dengan benar dan adil. Dalam hal ini Hakim dituntut mampu untuk 
paham terhadap semua aturan hukum. Secara Yuridis, Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI.TH.2009.No.157) 
menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di 
bidang hukum”.9 
Norma yang dipergunakan jika dikaitkan dengan kewajiban hakim untuk 
menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan, harus memuat dasar 
pertimbangan hukum secara benar dan didasarkan pada Peraturan Perundang-
undangan. Hakim bertugas sebagai pemegang untuk menegakkan keadilan harus 
selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Pada perkara tentang objek 
sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Kepala Desa 
Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Penolakan Hasil Ujian dan Pelaksanaan Ujian Tulis Ulang Penjaringan 
Perangkat Desa Betet Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum 2011 yang telah 
berkekuatan tetap. 
Hakim dalam memberikan pertimbangan mengesampingkan peraturan 
yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, 
dan Pemberhentian Perangkat Desa dan mempergunakan peraturan yang lebih 
rendah, yakni Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kaur Pemerintahan 
dan Kaur Umum Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 
                                               
8Artidjo Alkostar, Tantangan Hakim dalam Era Globalisasi, Varia Peradilan No. 270 
mei 2008, hlm. 5. dalam Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Putusan 
Pidana Hakim Mahkamah Agung Berbasis Nilai-Nilai Hukum  Dan Rasa Keadilan Yang 
Hidup Dalam Masyarakat, Disertasi PDIH, Malang, 2013, hal. 6. 
9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI.TH.2009.No.157). 
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Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Panitia Pengisian Perangkat 
Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. 
Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan tindak 
lanjut dan amanat dari Peraturan Perundang-undangan dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa. Pada Peraturan Desa, proses penjaringan Perangkat Desa 
perlu dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk proses penjaringan calon 
Perangkat Desa Baru. Pembentukan serta penetapan Panitia penjaringan 
Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan melibatkan BPD.10 Setelah 
Panitia terbentuk, maka dibuatlah Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa 
(Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum) Desa Betet Kecamatan Kepohbaru 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib 
Panitia Pengisian Perangkat Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten 
Bojonegoro. 
Norma yang mengatur tentang pengangkatan Perangkat Desa Betet yang 
terdapat pada Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Peraturan Tata 
Tertib Panitia Pengisian Perangkat Desa Betet adanya pertentangan dengan 
Peraturan Desa Betet (Perdes Betet), maka hal itu menunjukkan ada 
ketidaksesuaian norma. 
Ketidaksesuaiannya norma yang dimaksud diatas, adanya perbedaan atau 
pertentangan antara peraturan yang rendah dengan peraturan yang lebih tinggi 
yaitu terdapat pada Surat Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa (Kaur 
Pemerintahan dan Kaur Umum) Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Panitia 
Pengisian Perangkat Desa Pasal 6 yang menyatakan “Keputusan Panitia Pengisian 
Perangkat Desa tidak bisa diganggu gugat oleh Bakal Calon maupun calon 
Perangkat Desa (Kepala urusan Pemerintahan dan Kepala urusan Umum), Badan 
Permusyawaratan Desa, maupun Kepala Desa Betet atau pihak manapun” yang 
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Desa Betet Kecamatan Kepohbaru 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Betet Bab V Pasal 12 ayat (1) 
                                               
10 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Desa Betet Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pencalonan Pengangkatan dan Pemebrhentan Perangkat Desa Betet Kecamatan Kepohbaru 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009. 
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“Setelah calon ditetapkan lulus dengan nilai tertinggi, diusulkan oleh panitia 
kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Perangkat Desa lainnya dan (2) calon 
yang diusulkan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 
atas persetujuan BPD”. 
Pada pertimbangan hukum Hakim yang dipergunakan oleh hakim dalam 
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 
104/G/2011/PTUN.SBY, menggunakan peraturan yang lebih rendah sebagai dasar 
pertimbangannya. Dengan Hakim menggunakan peraturan yang rendah yakni 
Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa (Kepala urusan Pemerintahan dan 
Kepala urusan Umum) Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Panitia Pengisian Perangkat 
Desa, apakah sesuai atau tidaksesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yakni 
Peraturan Desa Betet. Kemudian apa implikasi yang timbul dari adanya Putusan 
Pengadilan terhadap Peraturan Desa Betet. 
Menegakkan keadilan bukanlah hanya sekadar menjalankan prosedur 
formal dalam peraturan hukum yang berlaku, melainkan mencakup semua aspek 
dalam menggali dasar hukum dengan tepat dan menggunakan peraturan sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan. Hakim dituntut untuk mampu selalu 
berwawasan luas dalam mengambil keputusan untuk menerapkan peraturan 
hukum sebagai dasar putusannya dengan bijak. Berdasarkan uraian latar belakang 
diatas maka yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah:  
1. Mengapa Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Surat 
Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Nomor 01 Tahun 2011 sebagai 
dasar putusannya padahal Keputusan Panitia tersebut tidak sesuai dengan 
Peraturan Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 
07 Tahun 2009? 
2. Apa implikasi hukum Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. 
Putusan Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY terhadap Peraturan Desa Betet 
Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2009 




Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memahami dan menganalisis 
pertimbangan hukum Hakim dalam menggunakan Surat Keputusan Panitia 
Pengisian Perangkat Desa No. 01 Tahun 2011 sebagai dasar putusannya padahal 
Keputusan Panitia tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Desa Betet Kecamatan 
Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2009, serta ditinjau dari segi 
perspektif Keadilan Substantif dan Prosedural.Untuk memahami dan menganalisis 
implikasi hukum Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. Putusan Nomor: 
10/B/2012/PT.TUN.SBY terhadap Peraturan Desa Betet Kecamatan Kepohbaru 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Betet. 
Berdasar hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian dianalisis 
menggunakan teori penerapan hukum, teori pengambilan keputusan, teori 
peraturan perundang-undangan dan teori fungsi pemerintah (Panca Praja). Teori 
penerapan hukum, teori peraturan perundang-udangan dan teori pengambilan 
keputusan dapat menganalisis argumentasi hukum yang dipergunakan dalam 
menerapkan suatu norma secara sesuai. Teori peraturan perundang-undangan serta 
teori fungsi pemerintah (Panca Praja) dapat mengkaji dan menganalisis tentang 
implikasi hukum putusan PTUN terhadap Peraturan Desa Betet. 
Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memperkaya konsep yang 
menyokong perkembangan Ilmu Hukum, khususnya yang terkait dengan hukum 
penyelenggaraan negara di Indonesia sebagai kajian akademik dalam memberikan 
gagasan kritis mengenai pertimbangan hukum Hakim. Sedangkan secara praktis 
bagi Pemerintah, dalam membuat peraturan diharapkan mampu bersesuaian dan 
tidak berseberangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Pada 
pengadilan, khususnya Hakim, agar memberikan dasar pertimbangan hukumnya 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan berdasrkan jenis serta hierarki 
pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, serta putusan yang dijatuhkan bukan hanya memuat 
keadilan yang prosedural, akan tetapi memuat keadilan yang sesungguhnya atau 
keadilan substantif.  
Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berupa studi 
kasus terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 
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104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. Putusan Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY tentang 
pembatalan SK Kepala Desa Betet. Pembahasan dalam jurnal ini dikaitkan dengan 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
dengan perubahannya, Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Desa, serta Peraturan Desa Betet Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 
Metode pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan konsep 
(conceptual approach), pendekatan Undang-undang (statute approach), dan 
pendekatan kasus (case approach). Kaidah hukum yang terjadi dalam praktik 
dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), 
pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan kasus (case 
approach).  
Pembahasan 
1. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor: 
104/G/2011/PTUN.SBY  
Keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah 
sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pejabat Tata 
Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata.11 Penyelesaian sengketa 
tersebut dilakukan oleh seorang Hakim. Hakim sebagai pejabat negara diberikan 
kewenangan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak 
dengan memberikan putusan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Hakim juga 
memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan selayaknya kepada para pihak 
dan memperingatkan mengenai upaya-upaya hukum dan alat-alat bukti yang dapat 
digunakan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan suatu 
putusan dengan sebagaimana mestinya.12 Sebelum menuju pada putusan, Hakim 
                                               
11Pasal 1 angka 9 Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
(LNRI.TH.2009.No.160), “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha 
Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, 
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, 
hlm. 4. 




terlebih dahulu memberikan dasar alasan atau pertimbangan hukumnya yang 
didasari untuk sampai pada putusannya. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu pada Putusan 
Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. 
Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 5 Oktober 2011 yang terdaftar di 
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Oktober 
2011 dalam register perkara Nomor: 104/ G/ 2011/ PTUN. SBY. Pada putusan 
tersebut, terdapat sengketa antara13: 
“ Mujiono : WNI, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Betet RT. 05, 
RW. 04, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya 
disebut sebagai Penggugat 1; 
Amir : WNI, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Betet RT. 04, RW. 
01, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut 
sebagai Penggugat 2.  
Melawan: 
Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro : 
Tempat Kedudukan di Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten 
Bojonegoro.” 
 
Persoalan atau permasalahan yang diajukan oleh Penggugat yakni 
menggugat eksistensi Penolakan Tergugat adalah dikeluarkannya Surat Keputusan 
Tergugat tanggal 9 Agustus 2011 yang menjadi sengketa yang dianggap 
mengandung cacat yuridis oleh Penggugat serta bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Obyek Gugatan Keputusan Tata Usaha 
Negara tersebut, yakni berupa Keputusan Kepala Desa Betet, Kecamatan 
Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penolakan 
Hasil Ujian dan Pelaksanaan Ujian Tulis Ulang Penjaringan Perangkat Desa Betet 
Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum 2011. 
Berkas yang telah diajukan pihak Penggugat di Pengadilan Tata Usaha 
Negara tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan 
terhadap gugatan oleh para Penggugat telah dijawab oleh Tergugat yang 
disampaikan jawabannya dipersidangan pada tanggal 17 Oktober 2011. Maka 
dengan adanya hal tersebut, tentang pertimbangan hukumnya14: 
                                               
13 Putusan Nomor: 104/ G/ 2011/ PTUN. Sby, hlm. 3. 
14Ibid, hlm. 61-66. 
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“ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat adalah 
sebagaimana yang telah diuraikan duduknya sengketa diatas; 
Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo 
adalah Surat Keputusan Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, 
Kabupaten Bojonegoro Nomor: 09 Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011 
tentang Penolakan Hasil Ujian dan Pelaksanaan Ujian Tulis Penjaringan 
Perangkat Desa Betet Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum 2011; 
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara sesuai 
rumusan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah 
“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat 
konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata; 
 
Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, Bukti 
Surat-surat dan keterangan saksi dari para Penggugat dan Tergugat serta 
kesimpulan para pihak, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi 
inti pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat 
dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau 
tidak.” 
 
Pertimbangan hukum diatas berkenaan dengan pemeriksaan surat gugatan, 
obyek gugatan, jawaban terhadap gugatan oleh penggugat, dan masih berkaitan 
dengan pemeriksaan secara umum dan dibawah ini pertimbangan hukum yang 
berkenaan dengan menggunakan Surat Keputusan Panitia Pengisian Perangkat 
Desa Nomor 01 Tahun 2011 Sebagai Dasar Putusannya. Pertimbangan Hukum 
Hakim yaitu15: 
“ Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan Hakim berpendapat 
Surat Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa Pasal 95 ayat (3) “bahwa Kepala Desa 
dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mempertimbangkan proses pelaksanaan pengisian perangkat desa 
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, dan Peraturan Desa Betet 
Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa Bab V pasal 12 ayat (1) yang berbunyi 
“setelah calon ditetapkan lulus dengan nilai tertinggi, diusulkan oleh 
Panitia kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Perangkat Desa 
lainnya”, dan ayat (2) yang berbunyi “calon yang diusulkan sebagaimana 
                                               
15Putusan Nomor: 104/ G/ 2011/ PTUN. Sby, hlm. 68-80. 
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ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD)”16 
 
Hakim dalam memberikan argumentasinya berdasarkan kewenangan 
seorang Hakim untuk memeriksa, hal itu bersesuaian terhadap aspek yang harus 
dipenuhi yaitu menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan 3 aspek yang harus 
dipenuhi dalam pengambilan keputusan17: 
1. Aspek kewenangan, artinya pejabat yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dan berwenang untuk itu. 
2. Aspek prosedur, artinya sesuai dengan tata cara yang disyaratkan 
dengan bertumpu pada asas keterbukaan pemerintah. 
3. Aspek substantif, artinya menyangkut obyek Keputusan tidak ada 
error in re. 
 
Berdasarkan aspek tersebut, kewenangan seorang Pejabat Tata Usaha 
Negara yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Kepala Desa Betet, dalam 
megeluarkan SK Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penolakan Hasil 
Ujian dan Pelaksanaan Ujian Ulang Penjaringan Perangkat Desa Kaur 
Pemerintahan dan Kaur Umum 2011 telah sesuai dengan tugasnya, yaitu sesuai 
dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Desa (LD.Kabupaten Bojonegoro.TH.2010.No.9),18 menyatakan: 
“Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan” dan Pasal 4 “Dalam melaksanakan 
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa berwenang: 
a. Memimpin penyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 
b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; 
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai 
APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 
d. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan 
bersama BPD; 
e. Membina kehidupan masyarakat Desa; 
f. Membina perekonomian Desa; 
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
                                               
16 Ibid, hlm. 68. 
17 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Legal 
Argumentation/ Legal Reasoning) Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan 
Legal Opinion, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 83. 




h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan 
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.” 
 
Hakim dalam menyelesaikan sengketa yakni dengan cara memeriksa, 
mengadili, serta memutus suatu perkara dalam objek sengketa SK Kepala Desa ini 
bukan hanya dikaitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (LD.Kabupaten 
Bojonegoro.TH.2010.No.9) diatas, namun berdasarkan aturan yang lainnya dan 
lebih tinggi sebagai landasan yuridis, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (LNRI.TH.2014.No.7). Pada Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4), sebagai berikut:19 
“ (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa.  
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berwenang:  
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;  
d. menetapkan Peraturan Desa;  
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  
f. membina kehidupan masyarakat Desa;  
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;  
h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;  
j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  
k. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;  
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;  
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  
                                               
19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LNRI.TH.2014.No.7). 
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n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berhak:  
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;  
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;  
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;  
d. mendapatkan pelindungan hokum atas kebijakan yang dilaksanakan; 
dan 
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 
perangkat Desa.  
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berkewajiban:  
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara KesatuanRepublik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;  
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;  
d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;  
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;  
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektifdanefisien, bersih, serta bebas dari kolusi, 
korupsi, dan nepotisme;  
g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di Desa;  
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;  
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;  
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;  
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;  
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;  
m. membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa;  
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;  
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o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; dan 
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.” 
 
Kedudukan,tugas serta fungsi Kepala Desa jika berkaitan dengan aspek 
kewenangan, prosedur serta substansi, maka Surat Keputusan Kepala Desa sudah 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini jika dibenturkan pada teori 
penerapan hokum oleh Kenneth J. Vandevende, memaparkan bahwasanya untuk 
menerapakan suatu norma yang sesuai harus: mengidentifikasi sumber hukum 
yang berupa Undang-undang dan yurisprudensi, menganalisis sumber hukum 
tersebut untuk ditetapkan sebagai aturan yang relevan terhadap kasus tersebut 
(dalam hal ini kasus tentang obyek sengketa SK Kepala Desa Betet), 
mensinteskan aturan hukum dalam struktur yang jelas, menelaah fakta yang 
tersedia dan menerapkan struktur aturan tersebut secara baik.20 Dasar 
pertimbangan hukum Hakim dalam penggunaan Keputusan, yaitu: 
 “ Menimbang, bahwa dengan penyerahan laporan hasil Penjaringan 
Perangkat Desa oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa diikuti dengan 
penyerahan berkas Berita Acara dan Berita Acara Pembubaran Panitia 
maka secara formalitas telah berakhir tugas dan kewajiban Panitia sesuai 
dengan apa yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Desa 
Betet Nomor 08 Tahun 2011 diktum kedua (bukti p-7) dan Surat 
Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Peraturan Tata Tertib Panitia Pengisian Perangkat Desa pasal 4 
sehingga Hakim berpendapat Panitia Pengisian telah menjalankan tugas 
dan kewajiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (bukti p-8);21 
 
Menimbang, bahwa setelah rangkaian tugas sebagaimana diuraikan di atas, 
maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Betet Kecamatan 
Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata 
Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab V 
pasal 12 ayat (1) “setelah calon ditetapkan lulus dengan nilai tertinggi, 
diusulkan oleh Panitia kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai 
Perangkat Desa Lainnya” dan (2) “calon yang diusulkan sebagaimana ayat 
                                               
20 I Dewa Gede Atmadja, Op. Cit, hlm. 56. 
21 Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY, Ibid, hlm. 75. 
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(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD” 
maka apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Panitia Pengisian 
Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum) Desa Betet 
Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Peraturan Tata Tertib Panitia Pengisian Perangkat Desa pasal 6 
yang menyatakan “Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak bisa 
diganggu gugat oleh, bakal calon maupun Calon Perangkat Desa (Kaur 
Pemerintahan dan Kaur Umum), Badan Permusyawaratan Desa, maupun 
Kepala Desa Betet atau pihak manapun”, maka sudah jelas Panitia 
Pengisian Perangkat Desa mempunyai kewenangan penuh terhadap 
Keputusan yang akan diambilnya tersebut”22; 
 
Menimbang, bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan a 
quo yang secara otomatis merupakan suatu tindakan Penolakan 
Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa yang telah ditetapkan lulus 
dengan nilai tertinggi oleh Panitia adalah bertentangan denga Surat 
Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan dan 
Kaur Umum) Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Pengisian Perangkat 
Desa pasal 6 yang menyatakan “Keputusan Panitia Pengisian Perangkat 
Desa tidak bisa diganggu gugat oleh, Bakal Calon maupun Calon 
Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum), Badan 
Permusyawaratan Desa, maupun Kepala Desa Betet atau pihak manapun” 
sehingga Tergugat secara substansi materiil dalam mengeluarkan Surat 
Keputusan a quo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku.23 
 
Jika diperhatikan dari bunyi pertimbangan hukum Hakim tersebut, maka 
diasumsikan sebagai berikut, dalam penerapan hukumnya: pada ketentuan bunyi 
huruf (i) dari Surat Keputusan Kepala Desa Betet Nomor 8 Tahun 2011 
menyatakan tugas Panitia adalah “Menetapkan calon yang berhak diusulkan 
menjadi perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi dan 
telah mendapat persetujuan BPD kepada Kepala Desa”. Maka dengan adanya 
bunyi klausula tersebut, merupakan serangkaian tugas dan tanggung jawab 
panitia. Logika hukumnya apabila calon yang diusulkan belum mendapat 
persetujuan dari BPD, apakah tugas dan tanggung jawab Panitia masih belum 
selesai atau ditolak. Hal ini berdasarkan berita acara musyawarah BPD dan 
Kepala Desa dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban Panitia 
Pengisian Perangkat Desa Tahun 2011 pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011. 
                                               
22 Ibid, hlm. 75-76. 
23 Ibid, hlm. 79-80. 
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Hasil rapat yang didapat sebagai berikut: 1) bahwa dalam laporan 
pertanggungjawaban Panitia, tanda tangan para calon pada lembaran acara koreksi 
belum lengkap. 2) bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Panitia sama sekali 
tidak ada tanda tangan BPD. 3) bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Panitia 
tidak mencantumkan hasil croscek tim ahli yang dilaksanakan di Kecamatan 
(Sebagai Pembanding). 4) maka agar segera ditinjau kembali laporan 
pertanggungjawaban Panitia Pengisian Perangkat Desa. Jadi, Panitia tidak dapat 
dianggap telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Begitu juga dengan 
penggunaan Surat Keputusan Panitia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan 
Tata Tertib Panitia Pengisian Perangkat Desa Pasal 6 sebagai dasar pertimbangan 
hukum oleh Hakim dimaknai secara sebagian atau parsial. Jika merujuk dan 
dicermati Pasal 4 huruf (l) tentang Tata kerja dan Tugas Panitia Pengisian 
Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum), menyatakan: 
“Menetapkan calon yang berhak dusulkan menjadi perangkat desa lainnya yang 
memperoleh nilai rata-rata tertinggi dan telah mendapat persetujuan BPD kepada 
Kepala Desa.” Serta Pasal 5 huruf (c) berkenaan dengan kewajiban Panitia, 
“Sanggup dan bersedia melaksanakan tugas dari tahapan persiapan sampai 
tahapan penetapan Calon Perangkat Desa Lainnya (Kaur Pemerintahan dan Kaur 
Umum) yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi dan telah memperoleh 
persetujuan BPD untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.” 
Berkaitan dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa yang tertera dalam 
pertimbangan hukum Hakim, menyatakan bahwa “Panitia Pengisian Perangkat 
Desa mempunyai kewenangan penuh terhadap keputusan yang diambilnya”. 
Hakim dalam memberikan argumentasi hukumnya merupakan hal yang tidak 
memiliki logika serta dasar hukum yang kuat. Karena Panitia merupakan struktur 
panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa beserta BPD untuk menangani pengisian 
jabatan Perangkat Desa Betet dan hanya memiliki kewenangan delegasi yang 
diberikan Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa Betet Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Panitia Pengisian Perangkat Desa. 
Kewenangan secara atribusi dimiliki oleh Kepala Desa yaitu yang melekat 
pada suatu jabatan, wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara 
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dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan. Sedangkan Panitia Pengisian 
Perangkat Desa hanya diberikan wewenang oleh Kepala Desa hanya untuk seperti 
yang telah termaktub didalam Keputusan panitia Pengisian Perangkat Desa Betet 
Nomor 01 Tahun 2011. Penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim masih blm 
tepat dalam menerapkan sebuah peraturan Perundang-undanga. Pertimbangan 
Hakim menggunakan Surat Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa (Kaur 
Pemerintahan dan Kaur Umum) Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Panitia 
Pengisian Perangkat Desa Pasal 6 yang menyatakan “Keputusan Panitia Pengisian 
Perangkat Desa tidak bisa diganggu gugat oleh Bakal Calon maupun calon 
perangkat Desa (Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum), Badan Permusyawaratan 
Desa, maupun Kepala Desa Betet atau pihak manapun” adalah tidak tepat, ini 
didasarkan dengan alasan serta argumentasi hukum yaitu: Pertama, karena Pasal 
tersebut bertentangan dengan Pasal 4 huruf (l) tentang tata kerja dan tugas panitia 
dengan tegas menyatakan “Menetapkan calon yang berhak diusulkan menjadi 
perangkat desa lainnya yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi dan telah 
mendapat persetujuan BPD kepada Kepala Desa”. Klausula “Mendapat 
Persetujuan BPD” merupakan keharusan dan prosedur normatif yang harus 
dilalui. Maka, keputusan Panitia tidak bisa di ganggu gugat adalah hal yang akan 
menghilangkan kewenangan persetujuan yang dimiliki BPD dan secara tidak 
langsung jika kewenangan BPD hilang, secara tidak langsung akan 
mengakibatkan Pasal tersebut harus Batal demi hukum. Kedua, pada Pasal 6 di 
atas tersebut hanya dinyatakan dalam Surat Keputusan Panitia yang didasarkan 
kepada Keputusan Kepala Desa, sedangkan Pasal 4 huruf (l) didasarkan kepada 
Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9),24 
menyatakan “Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak ditetapkan menjadi 
Perangkat Desa Lainnya yaitu yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) dan telah mendapatkan 
persetujuan BPD.” 
                                               
24 Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.TH.2010. No.9). 
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Kekuatan mengikat antara Peraturan Daerah, Peraturan Desa Betet dengan 
Surat Keputusan Panitia, dapat didasarkan pada Asas lex superior derogat legi 
inferior yang berarti aturan hukum yang lebih tinggi menyampingkan atau 
menyebabkan batalnya aturan hukum yang lebih rendah. Apabila sampai 
bertentangan maka peraturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah.25 Hal 
tersebut jika dikaitkan dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, 
maka apabila dihubungkan berdasarkan jenis dan hierarki Perundang-undangan, 
yang tertera pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI.TH.2011.No.82), sebagai 
berikut26: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
7. Peraturan Daerah Provinsi; dan  
8. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota”. 
Ayat (2) “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan 
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 
 
Berdasarkan hierarki Perundang-undangan, Keputusan Panitia Pengisian 
Perangkat Desa merupakan jauh di bawah dari Peraturan Daerah Bojonegoro serta 
masih dibawah dari Peraturan Desa Betet. Maka dengan adanya susunan tata 
aturan Perundang-undangan, secara tidak langsung, aturan yang lebih tinggi 
mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Menurut Nawiasky, susunan norma 
sudah diterapkannya terhadap norma hukum sebagai aturan-aturan yang 
dikeluarkan oleh negara,27 disini yakni apabila dikaitkan dengan jenis dan hierarki 
Perundang-undangan, maka akan sesuai, bahwasanya aturan yang lebih tinggi 
mengesampingkan aturan yang dibawahnya.  
Norma hukum yang diterapkan terhadap hasil pemikiran seorang Hakim 
didasarkan pada aturan yang telah ada dalam peraturan. Dalam lembaga Peradilan 
                                               
25 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya, 
Yogyakarta, 2010, hlm.113. 
26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI.TH. 2011.No.82). 
27 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsfat Hukum Apa dan Bagaimana 
Filsafat Hukum Indonesia, Op.Cit, hlm. 223. 
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di Indonesia, seorang Hakim mempunyai kebebasan atau kemerdekaan untuk 
menjalankan tugasnya yakni menyelenggarakan peradilan secara tidak memihak, 
semata-mata berdasarkan fakta dan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh, bujukan, 
tekanan atau intervensi langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun dan 
atau untuk alasan apapun serta demi tujuan keadilan. Menyelenggarakan 
kemandirian pada Kekuasaan Kehakiman seperti di Pengadilan Tata Usaha 
Negara, secara individual diletakkan titik yang paling penting yaitu seorang 
Hakim dari seluruh pengertian independensi, yaitu kebebasan dari segala 
pengaruh dari luar dan dalam bentuk apapun.28 
Tugas seorang Hakim sangatlah mulia dan berat, pada Pasal 5 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(LNRI.TH.2009.No.157) menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi 
harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, 
profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.29Putusan Hakim Pengadilan 
Tata Usaha Negaradalam memberikan hasil pertimbangan hukum sebatas yang 
diketahui tanpa adanya usaha untuk aktif dalam menggali suatu permasalahan 
yang diadili. Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur 
Gerechtigkeit (keadilan), Zweckmassigkeit (kemanfaatan), dan Rechtssicherheit 
(kepastian hukum)30. 
Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Surat Keputusan 
Panitia Pengisian Perangkat Desa Nomor 01 Tahun 2011 karena menurut Hakim 
yaitu 1) Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak bisa diganggu gugat 
oleh, bakal calon maupun Calon Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan dan Kaur 
Umum), Badan Permusyawaratan Desa, maupun Kepala Desa Betet atau pihak 
manapun, maka, menurut Hakim sudah jelas Panitia Pengisian Perangkat Desa 
mempunyai kewenangan penuh terhadap Keputusan yang akan diambilnya 
                                               
28 Khudzaifah Dimyati, dkk, Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan, Komisi 
Yudisial, Jakarta, 2010, hlm. 28-30. 
29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI.TH.2009.No.157). 
30 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 
Yogyakarta, 2011, hlm. 23. 
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tersebut31. 2) Tahapan tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa tersebut telah 
dilaksanakan, maka Tergugat harus menindak lanjuti dengan pengangkatan dan 
pelantikan para Penggugat bukan dengan mengeluarkan SK Kepala objek 
sengketa karena Tergugat telah menerima berkas penyerahan dan telah melakukan 
pembubaran Panitia yang secara langsung berdampak pada diterimanya 
pertanggung jawaban tugas dan kewajiban Panitia secara formal sehingga Hakim 
berkesimpulan Tergugat dalam mengeluarkan SK secara prosedural formal 
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.32 3) Hakim 
menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan SK Kepala Kepala Desa secara 
otomatis merupakan suatu tindakan Penolakan Pengangkatan dan Pelantikan 
Perangkat Desa yang telah ditetapkan lulus dengan nilai tertinggi oleh Panitia. 
Maka dalam hal tersebut, Hakim menggunakan pertimbangan hukum sebagai 
dasar putusannya dengan Surat Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa 
(Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum) Desa Betet Kecamatan Kepohbaru 
Kabupaten Bojonegoro Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib 
Panitia Pengisian Perangkat Desa Betet Kecamatn Kepohbaru Kabupaten 
Bojonegoro. 
 
B. Implikasi Hukum Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. Putusan 
Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY Terhadap Peraturan Desa Betet  
Implikasi hukum disini yang dimaksud yaitu sebuah kesimpulan yang 
ditarik dari sesuatu yang dikatakan atau diamati (implikasinya adalah bahwa 
skema melibatkan beberapa orang). Implikasi hukum yang diperoleh dari suatu 
peristiwa terlihat dari bentuk keadilan substantif yakni keadilan yang diberikan 
sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan 
prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat atau 
Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja 
disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian 
sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan.33 
                                               
31 Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.Sby, hlm. 75-76. 
32 Ibid, hlm. 76. 
33 Jonaedi Efendi, Op. Cit, hlm. 28. 
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Keadilan yang melekat dalam Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. 
Yo. Putusan Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY seharusnya merupakan keadilan 
yang sesungguhnya dan bukan hanya proses prosedural yang sesuai dengan 
prosedur tanpa melihat inti dari permasalahan atau sengketa yang timbul. 
Keadilan prosedural akan berjalan dengan seimbang apabila bersama dengan 
keadilan substansi yang terkandung didalamnya. Hal tersebut jika dikorelasikan 
terhadap implikasi hukum Putusan PTUN terhadap Peraturan Desa dengan 
hierarki Peraturan Perundang-undangan, yang tertera pada Pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (LNRI.TH.2011.No.82), sebagai berikut34: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
7. Peraturan Daerah Provinsi; dan  
8. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota”. 
Ayat (2) “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan 
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 
 
Maka, berdasarkan hierarki Perundang-undangan, Keputusan Panitia 
Pengisian Perangkat Desa merupakan jauh di bawah dari Peraturan Daerah 
Bojonegoro serta masih dibawah dari Peraturan Desa Betet. Fungsi pemerintah 
dalam hal ini menurut Lemaire juga membagi fungsi pemerintahan menjadi lima, 
macam yakni: 1) Bestuurszorg (kekuasaan menyelenggarakan kesejahteraan 
umum), 2) Bestuur (kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit), 3) politie 
(kekuasaan polisi), 4) Justitie (kekuasaan mengadili), dan 5) regelaar (kekuasaan 
mengatur).35 Maka dilihat dari fungsi pemerintah itu sendiri, implikasi yang 
ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan telah 
berkekuatan hukum tetap pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Surabaya, maka sebagai bentuk suatu pelajaran berharga, bahwasanya 
kekuasaan mengadili serta mengatur perlu melihat aspek keadilan substansi dan 
bukan hanya melihat pada aspek prosedur saja. 
                                               
34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 




Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(LNRI.TH.2014.No.7), menyatakan “Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa”.36  Maka, berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, implikasi dari adanya Putusan Nomor: 
104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. Putusan Nomor: 10/B/2012/PT.TU.SBY yang 
membatalkan SK Kepala Desa terhadap Peraturan Desa Betet, tidak ada 
perubahan yang terjadi secara signifikan. Hanya masalah pembayaran PDAM saja 
yang berubah, selebihnya tidak ada.37 
Surat Keputusan Kepala Desa Betet secara yuridis sesuai dengan Perdes 
Betet, Perda Bojonegoro. Hal ini jika dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan 
untuk mengatur fungsi dalam pemerintahan dapat dikorelasikan dengan teori 
Panca Praja dan Peraturan Perundang-undangan, seperti Pasal 10 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(LNRI.TH.2004.No.125), menyatakan: 
“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat 
melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah 
atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada 
Pemerintahan Daerah dan/ atau Pemerintahan Desa.”38 
 
Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan tindak 
lanjut dan amanat dari Peraturan Perundang-undangan dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa. Pada Peraturan Desa, proses penjaringan Perangkat Desa 
perlu dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk proses penjaringan calon 
Perangkat Desa Baru. Pembentukan serta penetapan Panitia Penjaringan 
Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan melibatkan BPD.39 Dengan 
adanya fungsi pemerintahan oleh Lemaire yaitu kekuasaan menyelenggarakan  
kesejahteraan umum, kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit, kekuasaan 
                                               
36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LNRI.TH.2014.No.7). 
37 Bahan Hukum Sekunder wawancara warga Desa Betet, Bambang, Senin 16 Juni 2014, 
Pukul 07.13 Wib. 
38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(LNRI.TH.2004.No.125). 
39 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Desa Betet Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Betet Kecamatan 
Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009. 
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polisi, kekuasaan menngadili, dan kekuasaan mengatur. Oleh sebab itulah dalam 
kekuasaan menyelenggarakan kesejahteraan umum dalam Pemerintahan Desa, 
implikasi dari Putusan pengadilan tersebut dalam membatalkan SK Kepala Desa 
Betet terhadap Peraturan Desa tidak terjadi perubahan yang mendasar, hanya 
sedikit perubahan yaitu berkaitan dengan pembayaran air PDAM, pada waktu 
sebelum adanya Putusan tersebut pembayaran air PDAM masih ditarik dari rumah 
ke rumah, namun setelah adanya putusan tersebut, adanya perubahan dengan 
pembayaran yang dilakukan di Balai Desa Betet Kecamatan Kepohbaru 
Kabupaten Bojonegoro. 
Pengaturan kekuasaan dalam menjalankan otonomi daerah perlu adanya 
kewenangan didalamnya. Menurut Philipus M. Hadjon, “wewenang 
(bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht)”.40 
F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat “Overheidsbevoegdheid wordt in 
dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus 
rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen” 
(kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk 
melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan 
hukum antara pemerintahan dengan warga negara).41 Sesuai dengan bunyi Pasal 
20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(LNRI.TH.2004.No.125), menyatakan: 
“Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: 
a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa 
b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang 
diserahkan pengaturannya Kepada Desa 
c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/ atau 
Pemerintah Kabupaten/ Kota 
d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan 
diserahkan kepada Desa.”42 
 
Pengaturan yang diberikan pusat kepada daerah untuk membangun 
pemerintahan yang seluas-luasnya harus dibarengi dengan pengarturan yang 
sesuai. Pada prinsipnya Van der Vlies membagi asas-asas perundang-undangan 
                                               
40 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”,  YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, 
September – Desember , 1997 , hal 1. 
41 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 100. 




yang baik tersebut kedalam dua kelompok besar yaitu asas-asas formal dan asas-
asas material. Tentang adanya asas formal yang berhubungan dengan 
“bagaimanya” (het’hoe’) suatu peraturana dan asas material yang berhubungan 
dengan “apanya” (het’wat’) suatu peraturan.43 Apabila mengikuti 
pengelompokkan asas-asas tersebut, maka asas-asas formal lebih mengarah pada 
teknik penyusunan yang meliputi bentuk dan susunan, prosedur pembentukan dan 
wewenang membentuk peraturan hukum. Sedangkan asas-asas material lebih 
mengarah pada materi-materi yang harus diatur dalam suatu peraturan. 
Implikasi hukum Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo Putusan 
Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY terhadap Peraturan Desa Betet Kecamatan 
Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 tahun 2009 adalah Pertama, tidak 
sesuai dengan bentuk keadilan substantif yakni keadilan yang diberikan sesuai 
dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan 
prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat atau 
Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja 
disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian 
sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan.44 
Kedua, Menimbulkan kekacauan administrasi pada Peraturan Desa Betet 
yang tidak dapat dijadikan pedoman serta acuan bagi Kepala Desa Betet bersama 
Perangkatnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Betet Kecamatan 
Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut sesuai dengan:45 
“policy making in the modern world was increasingly based on aggregate 
data of the demographic, economic, and social trends in an area. These 
data provided a foundation for prospective policy making, which 
distinguished between an existing and a desired state or standard  of living 
and thus made policy making increasingly future as well as input 
oriented”, yang berarti “pembuatan kebijakan dalam dunia modern 
didasarkan pada data yang sesuai daridemografi, ekonomi, dan sosial di 
daerah. Bahan ini memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan prospektif, 
yang dibedakan antara yang ada dan keadaan yang diinginkan atau standar 
hidup serta membuat kebijakan bertujuan yang berorientasi masa depan.” 
                                               
43 A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia, dalam 
Moh. Fadli, dkk, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village 
Governance), UB Press, Malang, 2011, hlm. 89. 
44 Jonaedi Efendi, Op. Cit, hlm. 28. 
45 Jos C. N. Raadschelders, Government A Public Administration Perspective, M.E. 




1. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY 
Dalam Menggunakan Surat Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa 
Nomor 01 Tahun 2011 Sebagai Dasar Putusannya karena: 1) Keputusan 
Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak bisa diganggu gugat oleh bakal calon 
maupun Calon Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum), Badan 
Permusyawaratan Desa, maupun Kepala Desa Betet atau pihak manapun, 
maka sudah jelas Panitia Pengisian Perangkat Desa mempunyai kewenangan 
penuh terhadap Keputusan yang akan diambilnya tersebut. 2) Tahapan tugas 
Panitia Pengisian Perangkat Desa tersebut telah dilaksanakan, maka Tergugat 
harus menindak lanjuti dengan pengangkatan dan pelantikan para Penggugat 
bukan dengan mengeluarkan SK Kepala Desa. 3) Hakim menyatakan 
Tergugat dalam mengeluarkan SK Kepala Kepala Desa secara otomatis 
merupakan suatu tindakan Penolakan Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat 
Desa yang telah ditetapkan lulus dengan nilai tertinggi oleh Panitia. 
2. Implikasi Hukum Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. Putusan 
Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY Terhadap Peraturan Desa Betet Kecamatan 
Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2009 adalah Pertama, 
tidak sesuai dengan bentuk keadilan substansi yang merupakan bentuk 
keadilan yang sesungguhnya, namun secara formal-prosedural saja yang 
ditekankan. Kedua, Menimbulkan kekacauan administrasi pada Peraturan 
Desa Betet yang tidak dapat dijadikan pedoman serta acuan bagi Kepala Desa 
Betet bersama Perangkatnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa 
Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang sesuai dengan 
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